BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: a. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan
sehubungan dengan penerapan sistem pelaporan dan
pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
berbasis Teknologi Informasi melalui Aplikasi Elektronik Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (E-PBBKB) untuk menjamin
pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



10.

11.

12.

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011
Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 38
dan angka 39 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan
bakar kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair, gas
dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual
maupun untuk digunakan sendiri.

Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah
penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan
Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk
kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar,
lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan
Pemerintah yang dikenakan pajak.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan



Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis
lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap
termasuk Pemerintah serta TNI/Polri.

33. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

34. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak
dan biaya penagihan pajak.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dijelaskan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
perturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.

38.Usaha Niaga Umum adalah kegiatan usaha penjualan,
pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, bahan bakar lain, dan/atau hasil olahan dalam
skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan
sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada
semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang
tertentu.

39. Elektronik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat E-PBBKB adalah suatu sistem yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan dan menampilkan data terkait
pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan
memanfaatkan teknologi informasi.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang
digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.

(2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pungut.



(2a)Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

(3)

(9)

(7)

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan
Bakar Minyak, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Wajib Pungut Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan
mendaftarkan diri kepada Kepala Badan untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan untuk Wajib Pajak bahan bakar kendaraan
bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan
bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan secara jabatan
menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bentuk, isi dan tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Persyaratan wuntuk menjadi Wajib Pungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) adalah sebagai

berikut:

a. surat permohonan menjadi Wajib Pungut;

b. Akta Pendirian Perusahaan;

c. Surat keterangan domisili perusahaan;

d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Direktur Perusahaan dan
Penanggung Jawab Area Nusa Tenggara Barat;

e. SuratIzin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas
dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

f.  Surat Keputusan Kepala BPH Migas dan lampirannya (Nomor
Register Usaha);

g. Surat Izin Transportasi;

h. Surat Penunjukan penyalur dan/atau Transportir;

i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

j- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan/cabang;

menaati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan
pengelolaan pajak Bahan Bakar Minyak di Provinsi Nusa
Tenggara Barat.



4. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Besaran PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

(2) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang
dinyatakan dalam SPTPD.

(3) SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lama
tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

(4) Bentuk, isi dan format SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Pelaporan dan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor dilakukan menggunakan aplikasi E-PBBKB.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan
pembayaran E-PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) SPTPD yang disampaikan melebihi waktu yang sudah
ditetapkan dikenakan Sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) dari nilai PBBKB.

(2) SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen)
sebulan dan ditagih melalui STPD.

(3) Bentuk, Isi dan Ukuran STPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut
atau kuasanya.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPTPD
keluaran E-PBBKB yang bersumber dari:



(3)

a. Data Pembelian BBKB terdiri atas:
1. sumber pembelian (nama dan alamat lengkap
perusahaan);
jenis BBKB;
jumlah pembelian (dalam liter);
tanggal pembelian;
nomor kuitansi / faktur / delivery order number /
invoice pembelian; dan
6. sisa persediaan per jenis BBKB;

b. Data Penjualan BBKB terdiri atas:

nama dan alamat lengkap perusahaan;

bidang usaha perusahaan;

tanggal penjualan;

jumlah penjualan (dalam liter);

harga penjualan/Dasar Pengenaan Pajak BBKB
(dalam rupiah);

jenis dan nama BBKB;

nomor kuitansi/faktur/delivery order number/
invoice penjualan;

8. jumlah PBBKB yang harus dibayar; dan

9. lokasi penyaluran (Depot/TBBM).

Sh R

SR

No

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
secara rinci/pertransaksi melalui aplikasi E-PBBKB.

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 19A

Badan usaha yang melakukan pembelian BBKB baik berupa
agen/penyalur maupun konsumen langsung wajib
melaporkan data pembeliannya kepada Kepala Badan.

Laporan data pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling kurang memuat:

sumber pembelian (nhama dan alamat lengkap perusahaan);
jumlah pembelian (dalam liter);

tanggal pembelian;

jenis BBKB;

nomor kuitansi/faktur/delivery order number/invoice
pembelian.

>0 op

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan validasi, verifikasi dan rekonsiliasi data yang akan
digunakan untuk penerbitan faktur PBBKB.

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaporan dan
pembayaran PBBKB secara manual masih dapat dilakukan
sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.



Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 November 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd
H. LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002



